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PERATURAN DAERAH
| K4DUPATEN DAERAH TINGKAT T KEBUMaN
~ NOWOR : 04 TAHUN 1987 . )
TENTALG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT - II-KEBUMEN, - .

DUNGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN,

Meninbang i ae bahwa dnlan rangka peningkatan kelencdren penyclenzzaraan Pe
nerint-hen dan perbansunan’ serta berdaya/berhasil suwa khu -
susnye yon nenyanskut bidang peterneken, perlu nenctapkan =

susunan orsenisasi dan tatakerja'Dinns Peternakan Kabupaten-

Daerah Tingkat II Kebumen 3. . .

b. bahwa sesuai dengan bunyideéal'49“Undang-Undang No. 5 Tahun
1974 tentans Pokok-Pokok Pemerintahon di Daerah dan dalam : =
rangke peclaksannan Xeputusan Mentcri Dalan Negori Nomor 363 .

. Tahun 1977 dan Instruksi Mentori Dalan Negeri Nomor 6 Tahune
1980 porlu acnctapkan suatu Peraturan Pacrah yang nongatur e
tentans susunan orsenisasi dan'tatakorja. Dinas Peternakan Kg

~ bupaten Dacrah Tingkat - II Keburcn, .

Menzingat @ 1. Undang-Undang Nooor 5 Tahun 1974 tentong Pokok-Pokok Penerin

tahan di Dacrah ' "

2e Undang=Undons Nomor 13 Tahun 1950 . tentang Pembentukan Daorah )
Daerah Kabupaten dalan lingkungan Propinsi Jawa Tengah joe =
Poraturan Peniceintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3¢ Peraturnn Peuerintah Nomor 33 Tahin 1951 tontang Pelaksanaon
- Pényerchan Scbazian d-ri Urusan Pororinteh dalan lapangan Ke
hewanen kepada Prepinsi Jawa Tengah ' :
4+ Koputusan lenteri Dalam Neseri Noror 363 Tahun 1977 tentange
Pole Qrgsenisasi “cnerintah Dacrah den Wilayah ; A
5« Koputyson kentori Dalan Nesori Nomor 363 Tahun 1977 tentange
Pedongn Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerjn Dinas
Decred ; : . 2 .
Y . N ) . .
6o Instruksi Mentord Dalan Nemeori Nomor 6 Tahun 1980 tonggal -
23 Jahuari 1930 tentang Petunjuk Pelcksananan nenzenai Pen -
bentulan, Susunan Orpanisasi dan Tatakorja Tinng Potornaken
7« Peraturon Jacrah Tinskat I Jawa Tensah tanggal 19 -Juli 1961
- tentens Penycorahan Sebagian dari Tusasnye dalan lapangan Ke
hewer.an kepada Dacrah Tingkat IT TR
8o Yoraturan Deorah Dacrah Swatantre Tingkat ke I Jawa Tengah=-
‘tansgel 6 Januari 1959 tentang Penycrnhan Urusan Keschatane
kepadsn Dacrah Dacrah Swatantrs, baw~hane

Lengan persetujusn Déwan Terwekilan Rakyat Daerah Kebupaten Dacrah Tingkat .
II Kebunen, : . . o R

MENUTUSKAN : ,
Wenetaplan : PERATURAL DAZRAH KABUPWTEN DAFRAH TINGKAT IT KEBUMEN TENGTAN G-
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS BSTERNAKAN KABUPAT.EN =
DAERAH TINGRAT -II K&BUMEN, e s 2
BAB-1I
KLTENTUAN = UMUM

_P'E.S&l 1 .unooo-ooooooood‘.
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Paéal 1e

Dalam Peraturan Daersh ini yang dimaksud dengan 3

a. Daerah : Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
b. Bupati Kepala Daerah ¢ Bupati Kepals Daerah Tingkat II Kebumen.
c. Pemerintah Daerah =~ ¢ Pemerintah Kabupaten Daersh Tingkat II Kebumen,
d. Dinas Peternakdn ¢ Dinas ngerhakaﬁ Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
BAB~IT
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGST
Pasal 2.

(1) Dinas Peternaken adalah unsur pelaksana Pemerintah Daersh yang dibentuk ber-
' dasarkan kewenangan pangkel dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah
Tingkat IT sebagai urusan rumah tangga Daerah dibidang Peternskan,

(2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan-
bertanggung-jawab kepada Bupati Kepala Daerah.,

Pasal 3.

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok s .
as melaksanakan usgha den kegiatan untuk mewujudkan peternakan ;

b. melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatken kesejahteraan petani peter
nak ; ’ 3 , .
c. melaksengkan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

Untuk menyelenggafakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah i s
Dinas Peternakan mempunyei fungsi @

2. perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap
produksi, pemasaran dan Koperasi Peternak serta perlindungaen terhadap hewan
ternak ; ,

b. pemberian perijinan sesuai dengan kebijaeksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daersh berdasarkan Peraturan Peryndang-undangan yang berlaku.

Cs pelaksanaan sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang
- an yang berlaku ; E

de pengamanan dan pengendalian tchnis atas pelaksanaan tugaé pokoknya sesuai de~
ngan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Per-
aturan Perundang-undangan yang berlaku ; T

€. pengurusan Tata-Usaya Dinas Peternakan.
' BA B III
ORGANISASTI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5.

(1) Susunan Organisasi Dinas Poternaken terdiri dari ¢

&. Kepala Dinas ;

. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Bina Program ;
.d. Scksi Produksi ;

e‘. Sekﬁi asceubcees
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¢. Scksi Usgha Tani -
£ Seksi Keschatan Hewan 5
g+ Seksi Penyuluhan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan dan masing-masing Seksi terdiri -
dari 3 Sub Seksi. ; .

(3) Sub Bagian Ta@a Usaha dan Seksi., masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala -
yang berada dibawah dan bertanggung=jawab kepala Dinas Peternskan.

. ' Bagian Kedua
ﬁKépalnginas
Pasal- 6,

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam -
pasal 3 Peraturan Daerah ini. ; : - '

Bagian Ketiga .
Sub Bagian Tate Usahs
. Pasal 7, :
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat-menyurat, urug

an dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan perlengkapan, penyusunan-
rencana- ketatalaksanaan serts, peraturan perundang=undangan,

Pasal 8%
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub-
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi ¢ .

ae. melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalénan dinas dan -
urusan rumsh tangga ;

b. melaksanaan pengelolaan kepegawaian ;

C. Melaksanaan pengelolaan kevangan ; .

d. menyiqpkén penyusunan rencana, dén program ketatalaksanaan Dinas Peternakan K
€. Nenyusun statistik dan dokumentési'tentang hasil pelaksanasn tugas- ;

f. menyiapkan nasksh dan pératﬁran.pelaksénaan, keputusan-keputusan, instruksi -
dan menghimpun peraturan perundang—undangan_dibidang Peternakan,

Pasal 9.
(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a.ﬁmmmIMmm;

b, Urusan Kepegawaian H

c. Urusan Keuangan ; .

ds Urusan Effsiensi dan Tata Laksans.

(2) Masing-masin% urusan sebagai dimaksud ayat (1)'pasal in% dipimpin oleh seo. -
rang Kepala' Urusan yang berada dibawah dan bertanggqu-aawab kepada Kepala -
Sub Bagien Tata Usaha. ‘

P&sal 10.

| i ' - pidisi, penggendasn,
Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakag urusan arsip, eksp . i
rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris, perjalanan dinas dan perlengkapan .

serta dokumentasi.

Pﬁg&l ll : So0RNPOETRIPIPIBRLDS



3‘6}_‘,: ,‘_,.'_..»_ . EERET X S

Pasal 11,

Urusan Kepegawaian mempunyai tugds melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pés al 1 2\ .

- o o L '
Urusan Keuangan mempunysi tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatah -
pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan,

Pasal  13.

Urusan Effisiensi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana-
ketatalaksanaan serta menyiapken naskah peraturan-peraturan pelaksanasan, instruk-
gi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang peternakan,

Bagﬂan Keempat
Seksi Bina Program
Pasal 1.

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumﬁskan rencana dan program
kerja serta menyusun laporan.

Pgsal #45.

Uhtuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 14 Pbraturan Daerah ini, Seksi Bina -
Program mempunyai fungsi @ i

:E.'menylapkan rencana’ dan progrankpeternakan H

‘b. mengikuti perkembangan dan membina pelaksanaan rencana program dan proyck serta
merumuskan rencana penyusalan ;

¢, merumuskan kebijaksanaan tehnis dibldang petcrnakan, mengadakan cvaluasi dan -
menyusun statistik. .

.-‘.
i Ted S

| Pasal 16,

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

ae. Sub Seksi Data j
b, Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian j
c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dlméksud ayaf'(1) pasal ini masing-ma51ng di-
pimpin oleh seorang: chala Sub ‘Seksi dan berada dibawah dan bertanggung=-jawab
kepada Kepala Seksi Bina Program. ;

P&S&l 17
Sub Seks1 Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajlan

data serta penyususnan statistik.

Pasal 183

>

Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian meripunyai tugas melsksenakan penyusunan ren-
cana dan program kerja pembangunan bescrte anggarannya.
Pasal 190

Sub Seksi Fvaluasi dan Pclaporqn nempunyal tugas melaksanakan evaluasi dan anall—
sa hasil pelaoksanasn program kerja serta menyusun naskah laporan.

Bﬂﬂ'Lg:n KSEJ:}}' !y’ EEEEEEEEEER ]
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Bagian Kelima ‘
Seksi Produksi .
Pasal 20.
S?ksi Produksi mempunyai tugas melaksunakari ‘I'S'éﬁbiﬁaan,,‘ produksi dan sarana produk
81, penycedisan makanan ternak dan pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutannya.

P&Sé‘).l'~ 21 e e
Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi =
Produksi mempunyai fungsi :

a. Meloksanskan pembinnan dan bimbingan dibidang penyediaan dan penyebaran kre -
bibit ternak dan inseminasi buatan 3 = :

be melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediasn makanan ternak dan e
monfiaten hasil-hasil ikutannya atau hasil buangan industri dan limbah pertani-
an ; P .

¢+ melaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pengolahan hasil-hasil ternak bee
serta ikutannya.

Pasal 22,

(1) Seksi Produksi terdiri dari @

. Sub Scksi Pendidiken ;

%

c. Sub Scksi Pengolahan Hasil Ternak.

(2) Sub Scksi-Sub Seksi scbagaimnana dimaksud ayat (1) pasal ini mesing-masing di -
pimpin oleh scorang Kepala Sub Seksi yeng berada dibawah dan bertanggung-jawab
kepada, Kepala Seksi froduksi., A ‘ '

Pasal 23,
.Sub Seksi Pembibitan nempunyai tugas melaksanakan pembinasn reproduksi ternak, sg
‘leksi dan standardisasi mutu ternak serta meéngatur pola penyebaran bibit ternak.
“Pasal 24,

Sub Seksi-makanan ternak mempunyai tugas melaksnakan pembinaan dibidang penyedia-

an makanan ternak dan pemanfaatan hasil-hasil ikutannysa atau hasil buangan indus-

tri serta limbah pertanian.
Pasal 25. ,

Sub Seksi Pengdlahan Hasil Ternak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibideng

pengolahan hasil-hasil ternak bescrta ikutannya.

Baglan Kecnam
Seksi Usaha Tani
Pasal 26.

Scksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusa-—
haen peternakan, pengembengsn pemasaren hasil poternakap qan menyiapkan analisa -
kebutuhan modal dan kredit bagi penyelénggaraen usaha dibidang peternakan.

Pgsal 27

Untuk menyelengearakan «sveess



Untuk menyelenggarakan tugas tersebuk pada pasalw26 DPeraturan Daerah ini, Seksi -
Usaha Tani mempuntyai fungsi @

Qe pemblnaan dan pengembangan pengusahaan. peternakan s

b, pembinasan penyelenggarasn scrta penr\mbangan pemasaran hasil peternakan ;

Co penblnaan permodalan } JSR

d. pengurusan perijinan,

Pasal - 28.

(1) Seksi Usaha Tani terdiri dari &

a. Sub Seksi Ijin Perusahaan ;
b. Sub Seksi Informasi Pasar ;
Ce Sub Sekesi Permodalan,

(2) Sub Seksi-Sub Seks 1'ucbaga1mana d;maksud ayat (1) pasal ini masing-masing di -
pimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab
kepada Kepala Sek31 Usaha Tanl. : .

i

," i
+ . Pesal 29.
Sub Seksi Ijin Perusahaan mempunyaivtugas melaksanakan pembingan dan pengembangan

pengusahaan peternaskan, merunuskan pedoman permintaan ijin serta persaratan usaha
peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30.

”Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas penblnaan penyelenggaraan dan pengen
bangan pemasaran hasil peternaken serta 1kutannya.

P&Sa.l 31 'c ‘ ‘ . ) L]

Sub Seksi I Permodalan mempunysai tugas melaksanakan penbinaan permodalan serta me
nyiagpkan analisa kebutuhan modal dan kredit bagi penyelenggaraan usaha dibidang
peternakan. .

Bagian Ketujuh
. Seksi Kesehatan Hewan
Pasal 32

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pcnblnaan dibidang pengamaten pencegahan -
dan pembrantasan penyakit serta kesehatan masyarakat veterinair.

Pasal 33,
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32 Peraturan Daersh ini, Seksi -
" Kesehatan Hewan mempunyai fungsi. @

a. pembinasn dibidang pengamaten penyekit hewan ;-
b. pembinasn dibidang pencegahan dan pembrantasan penyekit ; +
c. pembinaen dibidang kesehatan masyarekat veterinair,

Pasal 34.

(1) Seksi Kesehaten Hewsn terdiri dari @

a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
b. Sub Seksi Pencegahan dan lembrantasan Penyaklt
c. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.

(2) M‘..roo'onnot\'
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(2) Sub Seksi=Sub Sékéi'Sebagaidahafdimaksud ayat (1) pasal ini, masingeng -
sing dipimpin oleh seoféné'KeﬁalafSub“Séksi yang berada dibawah dan ber-
tanggung jawab kepada Xepala Seksi KLesehatan Hewan.

“Pasal 35,

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tuzas melaksanakan pembinaan dibi -
dang pengamatan renyakit hewan. iR :

el gt

..Sub Seksilgencegahan,dan Pembrantasan Peﬁyakit mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan,dibidahg'pencegahan,dan‘pembranngan penyakit hewsn. L

Pasal 37,
Bub Seksi Kesehatan Masyarakat v.et_érinairf;ﬁempupyai tugas melaksanakan pépe
;iinaan ditbidang kesehatanfbahan-bahan asal hefan dan pemberantasan penyakit
SLOONG8A, v b Sl R : . ; S

Bagian Kedelapan
Seksi ?enyuluhan
S e g TR N paled tege

‘Sgkéi*Péﬁ&uluhaﬁ ﬁempunyai:tuéas“pembihaan dan penyuiuhan peternakan serta-
melaksanakan pendidikan tingkat rendah dan melaksanakan bimbingan serta pe=
fAyuluhan, : o : 3 : s L

Pasal 39,

Untuk menyélehggarakan'tugas tersebut pasal 38 Peraturan Daerah ini, Seksi=

Penyuluhan mempunyai fungsi « B o et ¥ o G e

as melaksanakan penyuluhan kesehatan hewan ;

be melaksanakan penyuluban pengusahaan peternakan H ,

¢. melaksanakan penyuluhan produksi, sarana produksi, pemasaran dan sarana-
B benasaran ; Rl e FR s .

ds melaksanakan penyuluhan sosial ekonomi peternakan ;

es« melaksanakan pendidikan tingkat rendah,

. ' ~Pasal 40,

" (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
ae Sub Seksi Latihan Ketrémpilan :
be Sub Seksi Sarana Informasi ;

Ce SUb Seksi Tatg Penyuluhan., .

e

(2) sub Seksi-Sub Seksi sebazaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-ma =~
‘ sing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi-yang berada dan bertanggung~
Jawab kepada Kepala Seksi Penyluhan. Sl ' :
Pasal 41,
Sub Seksi Latihan Letrampilan mempunyai tugas menyelenggarakan latihan ke-

trampilan dan kursus-kursus tingkatwrendah.

Pasal 42,

EE L R

Sub Seksi ..;...;;;§




Sub Seksi Sarana Inforpmasi mempunyai tugas menycleﬁggarakan pengurusan sarana
penyuluhan dibidans Peternakan dan Kesahatan hewans

[ T L wt \ Pasa; 43

1

TSy Seksi Penyuluhan menpunyai tugas menyelen barakun tata penyuluhan Poternak® -
ans . ; ; ! «_. ) . . .

BAB = IV.
"TATA = KERJA.

Pasal 44,

Kepala Dlnas Peternakan dalam nelaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanan-
an yvang ditetapkan oleh Bupatl Kepala Daerahe

; LR Pasal 45«
Dalam melaksanakan tunasnya Kepala Dinas Peternakan, Kepala Sub Bagian dan =
Para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkro=-
nisasi secara vertikal dan horisongyal baik dalam lingkungan masingemasing ma
upun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta @g
ngen Instansl lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

pa'sa'i 46,

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalan lingkungan Dinas Peternakan ber =
tanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing =
dan memberikan blnbln an serta petunauk-petunauk bagl pelaksanaan tugas =
bawahannjae. - :

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunauk-

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya nasing-masing dan menyamA.
paikan - tepat pada waktunys. A .

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi bawahan wajib i
olah dan dipergunakan bagi bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk =
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahane :

J/P asavl_ 47 »
Para Kepala Seksi. pada Dinas Peternakan menyampaikan laporan kepada Kepala =
Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha meny usuin laporan-laporan berkala Kepa
la Dinasa : _ . ‘
Pasal 480

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organlsa51 dibantu oleh -
pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimblnﬁan -
kepada bawahan nasinv-ma81ng mengadahan rapat berkalae

Pasal 496

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan adalah scbagaimana tercantum dalan
lampiran Peruturun Daerah ini.

BAB-V
* KETENTUAN .LAIN= LAIN

Pasal 500

* F i Jen,iang #vvecccsscecccsras
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Jenjan@ Jabatan dan kepanskatan serta susunan kepegawsian diatur kemudien =
sesual dengan Peraturan Perundang=Undengan yahg berlakus

Pasal 514

(1) Kepala Dinas Petemrnnlan diangkat dan diberhentikan olch Bupati Kepala =
Daerah setclah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerahi

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan die
angkat dan diberhentikan olch Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Di-
nas.

Pasal 52,

Hal=hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang =
mengenai pelaksahaan, diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

B AB VI
KETENTUAN = PERALIAN

LP@sai 534

Dinas Poternakan yang telah dibentuk sebelum berlakunys Peraturan Daerah ini
dinyatakan terbentuk berdasnrkan Peraturan Daerah ini.

DAB - VII
KETENTUAN - PENUTUP

Pasal 544

Dengan berlakunya Peraturan Deerah ini, maka segala ketentuan yang berten =
fangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan -tidak berlaku lagis

Pasal 55,

Peraturan'baérah ini mulai berlaku sejak tanzgal diundengkane

Kebumen, 4 Maret 1981,

DEWAN .PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUPATI KEPALA DAERAH TK II
'DAERAH TINGKAT II XiIBUMEN ‘ ‘ KEBUMEN
: Ketua,
ttd
: ttd .
SINGGIH RAMBEIAN } Drse DADIJONO JUDOPRAJITNOe~

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubornur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 1 Juli 1981 dengen Nomor 1883/14752. o

Diundangkan pada tanggal : 12 fgustus 1981
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D No, 3

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II KHebumen

ttd

SOEPARNO SeHe
NIP, 010013919
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PENJELASAN
~ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KIBUMEN
NOMOR : 04 TAHUN 1961
TENTANG -

SUSUNAN CRGANISASI DAN TATA ‘KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN e

I, PENJELASAN U M U M :

 Bordasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 Jis Peraturan
Dacrah Swatantra Tingkat ke I Jewa Tgngah tanggal 6 Januari 1959 TLD =
Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 25 September 1959 Seri A No-
rmor 3 dan Peraturan Daerah Daecrah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggzal 19 =
Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri. A Tahun 1962 No.7), Pemerin
tah Dacrah Tingkat II discrahi kekuasaan tugas dan tangzung jawab menge
nai urusan : :

ae melakukan usaha dan kegiatan ﬁhtdk nemajukan peternakan j
be. menyelenggarakan penyuluhan tekhnis dilapangan peternakan j

c. menyelengzarakan urusan kesehatan hewan dan hal=hal yang bersangkut-
an dergan itu j;

de melakukan pencegahan-dan.pembrantasan penyakit hewan menular dan pe-
nyakit lainnya 3

ee meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani peternak serta mem
. . 7 3 ‘s .
. bimbing ‘dan nengowash organisasi peternak.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan terscbut, neka dikeluarkan
Peraturan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah Nomor HU47/1/9 tanggal 4 =
Mei 1966 tcntang Penctepan Susunca Organisasi dan “apangan tugas Dinas=
Kehewanan Propinsi Jawa Tengah. -

Schagei tindak lanjut dari pada Keputusan Presiden Noe 19 Tahun =
1968 maka dikeluarkan pula Keputuaah Gubernur Kepala Dacrah Prapinsi Ja
wa Tengah No. Hukum G 28/1/4/pTanggal 29 Juli 1963, tentang Perubahan =
Sebutan Dinas Kehewanan Propinsi Jawa Tengah menjadi Dinas FPeternakan -
Propinsi Jawa Tengah,

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembanzan penyelenggaras;.
an Pemerintahan dan’ Peubangunan secara berdaya guna dan berhasil guna =
kKhusvsnya yang menyangkut bidang peternakan di Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen, maka perlu méninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisg
ai dan Tata kerja Dinas Poternakan Kabupaten Daerah Tingket II Kebumen=
dalam Peraturan Dacrah sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang=Undang No
5 Tahun 1974 Jis. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 363 Tahun 1977 =
dan Instruksi Menteri Delam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 serta Instruksi =

* Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanszal 14 Agustus 1980 No
188.5/15194., '

i

II, PENJELASAN PASAL DRI PASAL :

S

Pasal 1 : Cukup Jelase
Pasal 2 : Cukun Jelas. -
Pasal 3 : Peternakan adalah semua kegietan yang meliputi -

Hemeliharva, membiakkan, menyobarkan, mengolah dan
memasarkan hasil ternaks

Pasal 4 : Culkup Jelas.

Pasal 5 @0o0pscessopape s




Pagal 5

Pasal 6 s/d 22

Pasal 23

Pasal 24 s/d 43
Pdsal 44 s/d.49
Pasal 50 s/d .52
Pasal 53 s/d 55

.e

ve

s

oo

,Susunan-Organisasi ini adalzh mehcerminkan‘urusan~urusan

yans diserahkan Pemerintah Puget kepada Dacerah dan pengep
bangan Dinas agar dalan neloksanalkan tugasnya dapat ber =
daya gura dan berhasil TUNG e . .

Cukup Jelas.

Yang dimaksud Reproduksi ternaj adalah Usaha pengenbang =
ain biakkan ternak baik yans terjadi scéara normal {¢hiolo=~
zi) meppun yang terjadi karons pengaruh hormon (homonsl) .
Cukup Jelas,
Cukup Jelas,

Cukup Jelas,

Cukup Jelas,

====:=====OOOOO:====='::==:=



AN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
ERNAKAN KABUPATEN DAERAH TK-
" II -KEBUMEN
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KEPAIA DINAS PETERNAK-

|

s AN
\{PTRAN PERATURAN DAERAH KABU- - |
“A PATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN | SUB TAGIAN TATA USAHA ~
04 _TAHUN 1981s_ | T
| | N ] |
URUSAN w URUSAN _ URUSAR _ Ur.EFFISIENSI &
UMUH ' | KEPEGAWATAN KEUANGAN |  |TATALAKSANA.
ll‘w —— —— L — s . -
. SERSI . SEKSI SEKSI SEKRSI SEKSI
DINA PROGRAM | PRODUKS I USAHA TANI KESEHATAN HEWAN PENYULUHAN
b M T i
. i | ! I |
' SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI PENGA UB SEKSI IATIHAN
DATA PEMBIBITAN | " {IJIN PERUSAHAAN SASH SRR j SRR
SUR SEKSI PERU 2 SUB SEESI MA - SUB SEKSI INFOR- SUD SEKSI PENCE- BuB mw%awm w%»
1 MUS AN&:PENGENDALL " |KANAN TERNAK. JMASI PASAR. GAHAN & PEiB.PE- INF
1 AW HYAKIT
SUB SEKSI EVALU- SUB SEKSI PE - " SUB SEKSI |sup sEkST KESE- | SuB SEKSI
ASI DAN PELAPORH NGOLAHAN HASIL =l R “E.E.z MASYARAKA! .

.D.”Z.O i

TERNAK

TATA PENYULUHAN :




